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Kepatuhan Hukum dan Praktik Politik Uang dalam Pemilu:
Kasus Pilkada di Indonesia
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Abstract

Praktik politik uang yang terjadi pada pilkada menunjukkan memudarnya kepatuhan
masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Praktik ini, dalam UU Pilkada dikategorikan
sebagai praktik yang dilarang dan memiliki implikasi hukum berupa sanksi bagi
pelakunya. Studi-studi yang ada masih menitik-beratkan pada perspektif yang
menempatkan politik uang sebagai persoalan hukum. Studi ini mengambil sisi lain yang
belum banyak dikaji di mana praktik politik uang dilihat dari perspektif budaya hukum
yang menekankan bahwa praktik ini terus berlangsung juga didorong oleh tradisi
masyarakat dan persepsi mengenai sebuah pemberian. Melalui observasi, wawancara, studi
dokumen serta survei, digunakan untuk membangun sebuah analisis seperti yang tampak
pada tulisan ini. Data tersebut dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga memberikan
satu penjelasan yang utuh mengenai praktik politik uang pada pilkada. Secara tegas studi
ini memperlihatkan adanya kondisi yang tidak linear antara keinginan hukum dengan
praktik masyarakat pada pilkada. Meskipun praktik politik uang dilarang, namun tetap saja
masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang legal. Dengan kata lain, justifikasi kultur
masyarakat telah melindungi praktik menyimpang ini. Ke depan, literasi politik bagi
masyarakat luas perlu dilakukan dengan menekankan pada penyadaran-penyadaran atas
pentingnya patuh terhadap hukum dan meninggalkan berbagai praktik menyimpang
meskipun memiliki landasan legal dari aspek budaya.

Kata Kunci: politik uang, hukum, pilkada, pelanggaran, budaya.

1. Introduction

Praktik transaksional dalam Pilkada berupa politik uang masih umum terjadi
meskipun tata cara penyelenggaraan Pilkada sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pilkada khususnya Pasal 187a Ayat (b). Dalam pasal tersebut
secara jelas ada pelarangan terhadap praktik politik uang, bahkan dapat diancam sanksi
administrasi dan pidana. Akan tetapi, praktik politik uang masih terjadi secara massif
dalam berbagai tingkat pemilihan kepala daerah (Sugiharto et al., 2018). Bawaslu
menemukan ada kasus politik uang sebanyak 92 kasus pada saat masa kampanye, 311
kasus pada masa tenang, dan 90 kasus yang terjadi pada hari pelaksanaan Pilkada serentak
2017 (Sihidi et al., 2019). Hal ini salah satunya dipicu oleh realitas bahwa politik uang
merupakan bagian dari kultur politik yang berlaku di Indonesia (Abdurrachman et al.,
2020). Seiring berjalannya waktu, praktik politik uang bahkan dianggap sebagai suatu
kewajaran dengan berbagai alasan-alasan bersifat kultural sekaligus struktural yang seakan
melegalkan praktik pelanggaran dalam kontestasi politik tersebut.

Studi-studi mengenai politik uang sejauh ini masih cenderung mengkajinya dari
perspektif hukum (Amanu, 2015; Umar, 2018; Fajroni, 2019; Jalilah, 2019; Solihah, 2016).
Dalam hal ini, politik uang jelas merupakan perbuatan yang merugikan di samping sebagai
tindak pidana (Fajroni, 2019). Studi-studi lain mengambil posisi yang keluar dari ranah
hukum dengan melihat praktik politik uang sebagai bagian dari budaya politik (Hariyani,
2018; Simatupang, 2018; Lukmajati, 2016; Satria, 2019; Rozy et al., 2020). Praktik politik
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uang ini, bahkan, tidak dapat dipisahkan dari budaya Indonesia (Lukmajati, 2016). Sejauh
ini, tidak banyak studi yang mengkaji secara mendalam mengenai praktik politik uang,
khususnya dari perspektif budaya hukum di mana terjadinya pelanggaran lebih disebabkan
oleh rendahnya kepatuhan terhadap hukum. Suparnyo (2018) dan Jayus (2019)
menegaskan bahwa rendahnya kepatuhan hukum masyarakat, sebagai bagian dari budaya
hukum, telah menyebabkan praktik-praktik yang menyimpang dalam kontestasi politik.
Tulisan ini merupakan kelanjutan dari kedua studi terakhir ini dengan melihat secara
komprehensif mengenai faktor pendorong praktik politik uang, meskipun telah diatur
dengan ketat.

Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi yang ada dengan mengkaji
secara seksama bagaimana konstruksi budaya hukum menjadi dasar bagi praktik-praktik
politik uang. Dengan kata lain, tulisan ini menunjukkan tiga hal. Pertama, bagaimana
pelanggaran hukum merupakan refleksi dari tingkat kepatuhan hukum di kalangan
masyarakat. Pertanyaan ini menyangkut fakta bahwa praktik politik uang terus terjadi di
tengah berbagai regulasi yang mengaturnya. Kedua, bahwa kultur hukum masyarakat
cenderung dimanipulasi untuk melegitimasi tindakan-tindakan. Kepentingan politik
diperhadapkan dengan kebutuhan masyarakat di mana secara ekonomi sangat terpuruk.
Ketiga, struktur ketimpangan masyarakat menyebabkan praktik politik uang dianggap
menjadi suatu yang lumrah dan dibenarkan. Berjalan atau tidaknya sangat ditentukan oleh
tradisi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Tulisan ini didasarkan pada suatu argumen bahwa pelanggaran terhadap regulasi
mengenai pilkada didorong oleh bukan hanya persoalan yang menyangkut hukum, tetapi
juga adanya persoalan pemaknaan masyarakat dalam memaknai politik uang itu sendiri.
Dalam hal ini, kepastian hukum bagi kasus pelanggaran yang ada sejauh ini masih sangat
memperihatinkan. Kasus-kasus politik uang yang marak terjadi tidak terselesaikan dengan
baik. Masyarakat memposisikan politik uang sebagai medium untuk memperoleh sesuatu
dari pilkada, bukan dimaknai sebagai media untuk menjadikan demokrasi sebagai jalan
untuk memperbaiki segala lini kehidupan berbangsa. Pilkada yang bertujuan untuk
mendapatkan pemimpin yang berkualitas justru dirusak oleh praktik politik yang bertolak-
belakang dengan misi besar demokrasi Indonesia.

2. Literature Review
2.1 Money Politics

Partai politik semakin mendekati bisnis—yakni godaan untuk memaksimalkan
pendapatan dan the war chests—sehingga membuka pintu bagi kepentingan pribadi dan
penjajakan pengaruh (Sachsenrdder, 2018). Hal ini berakibat pada merebaknya politik
uang yang pada waktu bersamaan ada kondisi yang mempertemukan antara kepentingan
politik elite atau partai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk. Gomez (2012)
menyebut politik uang sebagai istilah lain dari faksionalisme berbasis uang. Faksionalisme
partai sendiri tidak didasarkan pada perbedaan ideologis, tetapi pada pemimpin politik
yang memiliki kapasitas terbesar untuk mendistribusikan dana guna mendapat dukungan di
tingkat akar rumput. Lebih lanjut, Onah & Nwali (2018) mengungkapkan bahwa politik
uang adalah praktik mengkonsolidasikan pemerintah elite dan mengucilkan politik dari
non-elite. Dengan kata lain, praktik politik uang memungkinkan elite yang berkuasa untuk
tetap berkuasa dan yang lain harus ikut serta mengembangkan karakter elite (Onah &
Nwali, 2018). Sejalan dengan itu, Sachsenroder (2018) menyatakan bahwa politik Kkini
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semakin mahal sehingga tidak ada partai yang dapat bertahan tanpa uang yang mana uang
tersebut akan digunakan sebagai biaya kegiatan politik, jalannya organisasi partai, cabang
dan markas besar partai, dan terutama jalannya kampanye.

Kekuasaan politik telah menyediakan akses pendanaan dari sumber publik ke
swasta/individu (Sachsenrdder, 2018). Still & Dusi (2020) menyamakan politik uang
dengan pembelian suara yang merepresentasikan adanya malpraktek pemilihan yang
ironisnya telah menjadi ciri utama budaya pemilu. Praktik ini telah terjadi di India. Bahkan
di Nigeria, politik uang menjadi jantung dari krisis umum demokrasi dan pemerintahan
(Onah & Nwali, 2018). Akibat praktik politik uang ini ada;ah adanya upaya reformasi dan
pengekangan anomaly system politik sehingga tidak akan memberikan hasil sesuai yang
diinginkan. Abdurrachman et al. (2020) menunjukkan hal serupa di Indonesia di mana
budaya politik masih dikuasai oleh politik uang, politik kekerabatan, dan politik nomor
urut. Studi budaya politik tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan perilaku yang
berfokus pada sikap dan orientasi budaya individu terhadap system politik (Siddigi, 2020).
Sebab, budaya politik tidak pernah seragam dan homogen, melainkan bertingkat menjadi
berbagai sub-budaya politik yang bersaing (Siddiqi, 2020).

2.2 Kepatuhan Hukum

Pemeriksaan terhadap kepatuhan perlu melihat kombinasi keselarasan antara
peristiwa dalam hukum dan peristiwa dalam proses pelaksanaan (Lopez et al., 2020).
Secara tradisional, kepatuhan hukum dapat dibuktikan dengan menggunakan dokumen
hukum yang menjelaskan bagaimana berbagai operasi dan kegiatan telah mengikuti
serangkaian kewajiban tertentu (Pandit et al., 2018). Hanya saja, selalu tidak ada bukti
perlakuan yang adil—secara procedural—terhadap warga negara khususnya oleh polisi
atau perwakilan lain dari system peradilan pidana yang mengubah persepsi warga tentang
legitimasi dan kepatuhan hukum (Nagin & Telep, 2017). Hal ini kemudian memicu
kurangnya kepatuhan hukum karena pengawasan yang tidak efektif dan sistem jaminan
social yang kurang baik (Ishimaru et al., 2020). Kepatuhan terhadap norma hukum
memang praktik bersama yang peka terhadap pengaruh social (Hoeft, 2019). Sejalan
dengan itu, Sharma (2020) pun mengungkap pentingnya kepatuhan hukum sebagai
pemerkuat integrasi social. Sementara itu, menurut Hoeft (2019), lembaga hukum dapat
turut andil dalam praktik bersama ini dengan cara yang tidak dapat direduksi menjadi
insentif murni.

Sejauh mana pengetahuan mengenai hukum dapat mempengaruhi apakah hukum
diikuti atau tidak merupakan persoalan tersendiri (White et al., 2017). Agar patuh, sebuah
institusi dapat membuat peraturan dengan membatasi kebijakan terhadap individu dalam
menentukan pilihan (Lopez et al., 2020). Sebab, kepatuhan hukum tidak dapat dicapai
dengan mudah karena umumnya peraturan hukum tidak memberikan parameter yang jelas
untuk menentukan kapan persyaratan kepatuhan terpenuhi (Bartolini et al., 2017). Masih
terkait dengan kepatuhan, Bartolini et al. (2017) menambahkan bahwa penerapan standar
kepatuhan dapat membantu menciptakan argumen kepatuhan yang berpihak pada pihak
pelaksana yang sesuai dengan regulasi. Namun, identifikasi semacam ini merupakan proses
yang kompleks yang diperumit oleh fakta bahwa hubungan yang telah ditetapkan dapat
diganti seiring berjalannya waktu (Bartolini et al., 2017) seperti keputusan pengadilan
lebih baru yang mengubah interpretasi ketentuan hukum tertentu.



2.3 Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan sumber hukum yang membentuk norma hukum dan
menentukan dampak norma hukum terhadap masyarakat (Petersen, 2017). Pada dasarnya,
budaya hukum terdiri dari nilai, sikap,dan pendapat yang berkaitan dengan system hukum
(Kurylo, 2020; Toharia, 2011). Budaya hukum tersebut dicirikan oleh adanya tingkat
pengetahuan hukum tertentu dan aktivitas akif dalam realitas praktisnya (Kurylo, 2020).
Budaya hukum ini menjadi komponen penting dalam proses penegakan hukum (Sutrisno,
2019). Selain itu, budaya hukum juga merupakan komponen dasar yang bersifat universal
(Sergeeva et al., 2019). Menyangkut pentingnya budaya hukum, diungkapkan oleh Diaz
Gude & Navarro Papic (2020) di mana budaya hukum bersama tradisi politik dan system
identitas peradilan pidana ikut membentuk praktik keadilan yang restoratif. Menurut
Milyaeva (2014), budaya hukum didistribusikan melalui lembaga dan tindakan
interpretatif. Dalam perjalanannya, budaya hukum mengalami beberapa perubahan,
misalnya terkait kesadaran atas hak, dari laki-laki ke perempuan, dari muda ke tua, dan
dari kulit putih ke kulit berwarna (Friedman, 2012). Di sisi lain, aturan hukum—dari
waktu ke waktu—memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana ruang dan
waktu dibentuk (de Villiers, 2014).

Lawrence Friedman menyarankan studi tentang budaya hukum komparatif harus
lebih lintas budaya untuk mengeksplorasi kesamaan dan perbedaan di antara berbagai
budaya hukum (Petersen, 2017; Nelken, 2017). Studi Nafstad (2019) terhadap kelompok
Swedia sebagai kaum minoritas nasional Roma menunjukkan bahwa budaya hukum Roma
tengah menghadapi ‘pembungkaman hukum’ oleh pengadilan—tidak diberi signifikansi
dan perhatian yang esensial tetapi justru mengasingkan budaya. Sementara itu, factor
kemiskinan di negara berkembang—termasuk Indonesia—menjadi penyebab lahirnya
budaya hukum yang negatif dan apatis terhadap pemahaman nilai-nilai perlindungan dan
pemberdayaan yang menjadi tujuan norma hukum (Sutrisno, 2019). Dari dunia pendidikan,
budaya hukum hendaknya mampu menumbuhkan opini dan sikap seseorang terhadap
pelaksanaan hukum secara umum (Sergeeva et al., 2019).

3. Method

Penelitian ini dilakukan di Palembang pada tahun 2018 ketika pemilihan kepala
daerah selesai dilaksanakan. Palembang dipilih sebagai lokasi penelitian didasarkan pada
alasan bahwa daerah ini merupakan basis budaya masyarakat Melayu yang memiliki
hubungan kekerabatan dan keagamaan yang sangat kuat. Pada pilkada 2017 lalu,
keterlibatan tokoh dan ulama Melayu dalam pilkada menjadi satu peristiwa yang belum
secara terbuka terjadi sebelumnya. Pada daerah-daerah lain, peran tokoh dan ulama hanya
pada posisisnya sebagai ‘legitimasi’ atas partisipasinya dalam proses pilkada. Akan tetapi,
di Palembang mereka terlikat aktif bahkan masuk struktur tim pemenangan calon kepala
daerah. Dalam hal ini, terjadi pula kapitalisasi kultur (bahkan agama) pada pilkada di
daerah ini.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Observasi
difokuskan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang penuh dengan dinamika
khususnya menyangkut praktik-praktik tim sukses pasangan calon melakukan pendekatan
kepada masyarakat pemilih. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat dan
masyarakat penerima uang ketika masa menjelang Pemilihan Kepala Daerah berlangsung.
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Beberapa informan dihubungi via telepon akibat sulitnya waktu untuk bertemu melakukan
wawancara langsung. Dokumen juga menjadi data yang dijadikan bahan analisis. Ada dua
produk perundang-undangan yang dijadikan data; Undang-undang mengenai pelaksanaan
Pilkada dan peraturan tentang Pemilu mengenai pelarangan praktik politik uang. Selain itu,
data survei juga digunakan sebagai bahan analisis. Survei dilakukan kepada populasi
masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak di Kota Palembang
pada tahun 2018 dengan besaran sampel yang diambil sebanyak 400 orang. Sebagai data
sekunder, laporan penelitian dan keterangan dari lembaga survei juga dikumpulkan untuk
melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan penelitian.

Data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber tersebut dikelompokkan
bersandarkan kecenderungan masing-masing. Data observasi dijadikan latar bagi kronologi
praktik politik uang pada Pilkada di Kota Palembang. Data wawancara yang telah
ditranskrip juga dikelompokkan berdasarkan kepentingan untuk menjawab pertanyaan
penelitian. Demikian pula data dokumen dan hasil survei diperlakukan sama, diklassifikasi
berdasarkan kebutuhan. Data ini kemudian diolah dan ditampilkan baik dalam bentuk
narasi maupun tabel untuk menunjukkan ketercocokan data dengan pertanyaan-pertanyaan
yang ada. Setelah data ditampilkan (display), tahap berikut yang dilakukan adalah memberi
konteks atau makna yang dituangkan dalam analisis/tulisan.

4. Results

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada masih dilanggar pada
dalam kasus politik uang. Praktik money politics (politik uang) pada Pemilihan Kepala
Daerah masih terus terjadi. Praktik ini dikategorikan sebagai sebuah bentuk pelanggaran
konstitusional. Politik uang yang terjadi selain didorong oleh tidak adanya kepastian
hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada, juga diakibatkan oleh faktor kultur
atau budaya masyarakat dalam memaknai sebuah bentuk pemberian. Demikian pula,
praktik politik uang terjadi akibat adanya persoalan struktural di mana masih tingginya
ketimpangan (ekonomi) di tengah masyarakat.

4.1. Tidak Ada Kepatuhan Hukum karena dari Beberapa Dugaan Kasus Atas
Tuduhan Politik Uang

Berdasarkan hasil survei peneliti terhadap pelanggaran dan sanksi politik uang pada
masyarakat Kota Palembang yang menyatakan bahwa poltik uang merupakan pelanggaran
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Serentak Palembang mayoritas
menjawab ya sebagai pelanggaran sebagai berikut.

Tabel 1 Politik Uang Merupakan Pelanggaran Undang-Undang Pilkada 2016

Jawaban Masyarakat Jumlah Responden  Persentase
Ya 255 63,8
Tidak 140 35,0
Tidak Tahu/Tidak Jawab 5 1,3

Total 400 100,0

Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2019



Tabel 1 memperlihatkan bahwa mayoritas responden bahwa pemberian uang pada pilkada
merupakan pelanggaran undang-undang. Pada tabek tersebut ditunjukkan sebanyak 63,8 %
atau 255 responden menyatakan “YA” atau mengetahui tentang kategori politik uang
dalam pilkada sebagai sebuah bentuk praktik yang melanggar hukum. Hanya saja,
pengetahuan tentang kategori praktik sebagai sesuatu yang menyimpang tidak diikuti oleh
pengetahuan tentang sanksi atas pelanggaran tersebut. Pada Tabel 2 berikut memberikan
gambaran bahwa pengetahuna responden mengenai sanksi praktik politik uang ini
bervariasi, bahkan mayoritas mereka menyatakan “Tidak Tahu”. Mengenai pengetahuan

responden atas sanksi pidana politik uang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Pengetahuan Responden tentang Sanksi Pidana Politik Uang

Jawaban Masyarakat Jumlah Responden  Persentase
Tahu 61 15,3
Tidak Tahu 327 81,7
Tidak Tahu/Tidak Jawab 12 3,0

Total 400 100,0

Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2019

Penelitian tentang pendapat masyarakat terkait praktik politik uang pada Pilkada Kota
Palembang tahun 2018, memperjelas bahwa pelanggaran Undang-Undang Pilkada di
Palembang telah terjadi berdasarkan data responden di bawah ini :

Tabel 3 Pendapat Masyarakat Tentang Pilkada Palembang 2018

Sangat Tidak Tidak Sangat
Pendapat Setui Setuju | Punya - Tidak | TT/TJ

etuju . Setuju .

Sikap Setuju

Sosialisasi Undang-Undang | 37 212 54 25 3 69
Pemilu Nomor 10 tahun 2016 | (9,3%) | (53,0%) | (13,5%) | (6,3%) (0,8%)| (17,3%)
tentang Pilkada belum
maksimal
Praktik politik uang dianggap | 33 199 52 90 4 22
lumrah (8,3%) | (49,8%) | (13,0%) | (22,5%) | (1,0%) | (5,5%)
Pemberian uang oleh calon 12 187 50 135 6 10
sebagai pengganti transport dan | (3,0%) | (46,8%) | (12,5%) | (33,8%) | (1,5%) | (2,5%)
waktu
Pemberian cinderamata oleh
calon sebagai tandaterima kasih | 10 190 58 131 5 6

(2,5%) | (47,5%) | (14,5%) | (32,8%) | (1,3%) | (1,5%)
Memilih calon yang
memberikan uang/sembako/ 22 154 52 150 7 15
cinderamata (5,5%) | (38,5%) | (12,0%) | (37,5%) | (1,8%) | (3,8%)
Politik uang merupakan | 74 261 33 17 1 14
kejahatan (18,5%) | (65,3%) | (8,3%) | (4,3%) | (0,3%) | (3,5%)
Menerima uang politik | 81 271 26 8 14
merupakan perbuatan dosa | (20,3%) | (67,8%) | (6,5%) (2,0%) |0 (3,5%)
dilarang agama




Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2019

Tabel 3 memperlihatkan pendapat masyarakat terkait pilkada Palembang 2018. Mayoritas
masyarakat setuju terkait sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang
Pilkada dianggap masyarakat belum maksimal 53,0%; Praktik politik uang dianggap
lumrah (49,8%). Masyarakat setuju menganggap pemberian uang oleh calon sebagai
pengganti transfort dan waktu (46,8%); Sebagian besar masyarakat pemilih setuju untuk
memilih calon yang memberikan uang/sembako/cinderamata (38,5%). Hal yang menarik
sebagian besar responden setuju politik uang merupakan kejahatan (65,3%); Demikian
juga setuju bahwa uang politik merupakan perbuatan dosa dan dilarang agama (67,8%).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
memperlihatkan sebanyak 35 kasus dugaan politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah
Serentak pada tahun 2018 meliputi kasus yang terjadi pada Pilkada Gubernur,
Bupati/Walikota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara rinci, kasus atau pelanggaran
yang terjadi dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Kasus Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2018
Berdasarkan Jumlah per-Propinsi

No Provinsi Jumlah Kasus
1  Sulawesi Selatan 8
2  Sulawesi Barat 2
3  Sulawesi Tenggara 1
4 Sumatera Utara 7
5 Bangka Belitung 1
6  Lampung 7
7  Jawa Tengah 5
8 Jawa Barat 1
9 Jawa Timur 1
10 Banten 2
Total 35

Sumber : Detik News, Rabu 27 Juni 2018, 19.09 WIB.

Keseluruhan kasus seperti yang ditunjukkan pada Tebel 4 telah diproses dengan
perkembangan yang berbeda-beda seperti yang dirangkum pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Perkembangan Kasus Praktik Politik Uang pada Pilkada 2018

No Keterangan Kasus Perkembangan
1 Penyelidikan ke-11 11 Rampung
2 P21 3 Tahap ke 2 Proses Pengadilan
3 Penyelidikan 9 Proses
4  Penyelidikan/sp3 2 Dihentikan karena tidak cukup bukti
Total 25

Sumber: http://tirto.id, 2018.

Pada Tabel 5 tampak bahwa sebanyak 11 kasus dinyatakan selesai setelah melalui tahapan-
tahapan penyelidikan; sebanyak 9 kasus masih pada tahap proses; sebanyak 3 kasus
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diproses di pengadilan, dan sebanyak 2 kasus dihentikan penelidikannya karena dinyatakan
tidak cukup bukti. Sebanyak 25 kasus di atas masuk dalam ranah tindak pidana sehingga
tahap penyelesaiannya dilimpahkan ke pihak kepolisian.

4.2. Manipulasi Kultur Masyarakat untuk Kepentingan Politik

Kultur masyarakat Indonesia yang sangat “menghargai” pemberian dari pihak luar
sangat tampak pada kasus Pilkada sekalipun. Hasil penelitian Dian Permata tentang politik
uang pada Pemilu Serentak 2019, yang melibatkan 400 responden, menunjukkan adanya
sikap masyarakat yang mayoritas menerima (uang) dari pihak calon Kepala Daerah. Hasil
penelitian ini memperlihatkan bahwa di Sumatera sebesar 62,95 %; di Kalimantan sebesar
64,77%; dan di Jawa sebesar 60% masyarakat menyatakan sudah “menerima uang” dari
pihak pemberi/calon kepala daerah. Temuan ini sejalan dengan apa terjadi pada Pilkada di
Palembang pada tahun 2018. Secara rinci, mengenai sikap masyarakat tentang praktik
politik uang, dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Pernyataan Sikap Masyarakat Palembang Mengenai Politik Uang

sangat 198K igq  Sangat
Pernyataan Setuju Setl?'u Bersika Setuiu Tidak TT/TJ
] p : Setuju
Politik uang Lumrah terjadi saat
i 33 199 52 90 4 (10%) 22
(8,3%)  (49,8%)  (13,0%)  (22,5%) (5,5%)
Kalau ada calon memberikan uang
agar dipilih, sebagai pengganti 1 187 50 135 10
transport bagi masyarakat yang (30%) (468%) (125%)  (33.8%) 6 (1,5%) (2,5%)

datang pada saat kampanye dan
waktu itu wajar

Kalau ada calon memberikan

cinderamata agar dipilih, sebagai

wujud terimakasih telah datang ke (215%/0) ( 4%95%/0 ) @ 45§% ) (3%3810/0 ) 5(1,3%) 6 (1,5%)
acara kampanye dan waktu itu ’ ’ ’ ’

wajar

Sebagian besar masyarakat/
pemilih memilih calon yang

memberikan uang/ sembako/ 22 154 52 150 7 (1,8%) 15
cinderamata lainnya dibanding (55%)  (385%)  (120%)  (37,5%) ' (3,8%)
kan calon yang tidak memberi apa-

apa

Politik uang merupakan kejahatan 74 261 14
UuU (185%)  (65,3%) 33(8,3%) 17 (43%) 1(0,3%) (3.5%)
Politik uang itu merupakan o1 71 "
perbuatan dosa, dan dilarang oleh 203%) (67.8%) 20(65%) 8(20%) 0 (3,5%)

agama

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti, 2019

Pada tabel di atas, responden mengetahui bahwa politik uang adalah perbuatan yang
terlarang. Pemahaman mereka tentang “pemberian” adalah sesuatu yang harus diterima.
Penerimaan masyarakat atas praktik politik uang seperti yang tergambar pada tabel di atas
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juga diakui oleh beberapa orang (penerima uang) pada pilkada 2017 di Palembang. Tati,
warga yang berdomisili di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang
mengatakan,

“Aku butuh uvang, maka kuterima uang itu. Urusan memilih atau tidak itu urusan
belakangan, yang penting terima dulu duitnya” (Wawancara, September 2020).

Tradisi dalam masyarakat membolehkan menerima pemberian berupa uang membuka
ruang atas praktik politik uang ini terus berulang. Zainal, seorang guru yang berdomisili di
KM 14 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Palembang mengatakan,

“Menurut aku politik uvang itu salah. Tetapi benar karena uangnya digunakan
keperluan sehari-hari” (Wawancara, September 2020).

Lebih lanjut Zainal mengatakan,

“Hidup aku tidak terlalu susah. Karena pekerjaan sebagai guru PNS. Tetapi karena
diberi uang, maka aku terima. Urusan memilih itu urusannya beda lagi”
(Wawancara, September 2020).

Tergambar dari wawancara di atas bahwa ada anggapan bahwa pemberian uang politik
pada saat pilkada adalah benar, meskipun secara hukum dilarang. Kebutuhan masyarakat
membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi pendorong
penerimaan uang meskipun penerimaan tersebut tidak mempengaruhi pilihan masyarakat.

4.3. Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat menjadi bagian dari keberlangsungan praktik politik
uang pada pilkada. Akibat kondisi miskin, masyarakat melihat uang yang diberikan
bukanlah sesuatu yang salah (dosa), justru uang tersebut adalah “rezeki” yang tidak boleh
ditolak. Suryani, seorang warga yang tinggal di Kelurahan 20 Ilir D3 Kecamatan Ilir Timur
1 Palembang, mengatakan:

“Uang politik itu menurut aku adalah rezeki. Masyarakat sekitar juga menganggap
demikian. Uang itu dibelikan sembako dan keperluan harian lainnya (Wawancara,
September 2020).

Lebih lanjut Suryani mengatakan,

“Uang politik biasanya diberikan ke warga masyarakat langsung dengan cara
mengadakan acara-acara di kelurahan dan kecamatan setempat. Apabila kegiatan
kampanye yang dilakukan di masjid, biasanya calon memberikan berupa barang
yaitu snack (makanan ringan) dan bantuan barang seperti jilbab, sarung, peci dan
sebagainya” (Wawancara, September 2020).



Alasan uang politik diterima oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hasil
wawancara dengan Tati tinggal di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang
mengatakan,

“Karena faktor ekonomi, maka uang politik yang diberikan oleh calon aku terima”
(Wawancara, September 2020).

Meski politik uang itu salah, namun diterima dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Septi, warga masyarakat Sukabangun 2 KM 7 Kelurahan Sukajadi Kecamatan
Talang Kelapa Palembang mengatakan,

“Menurut saya politik uang itu salah, tidak jujur karena tidak sesuai hati nurani.
Oleh karena butuh untuk keperluan hidup saat ini, maka diterima uang itu”
(Wawancara, September 2020).

Berbeda dengan pernyataan Septi. Tati, domisili di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur
1 Palembang memberikan alasannya untuk menerima uang politik, yaitu balas budi
terhadap pemberi dan politik uang itu tidak salah.

“Politik uang itu tidak salah. Orang tersebut memberi uang karena minta suaranya
dipilih. Jadi apa salahnya memilih, karena sudah mengasih imbalan berupa”
(Wawancara, September 2020).

Pendapat yang sama dengan Septi. Suryani, warga yang tinggal di Kelurahan 20 Ilir D3
Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, mengatakan,

“Alasan aku dan masyarakat lain mau mendukung calon karena mau menerima
uang politik. Karena kalau tidak mendapat apa-apa, kami tidak mendukung”
(Wawancara, September 2020).

Pernyataan-pernyataan informan di atas sejalan dengan hasil penelitian Sindikasi Pemilu
dan Demokrasi (2020) seperti yang tergambar pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Konsepsi Masyarakat mengenai “Uang”

Rezeki

Tidak Menambah Balas Jasa Mau Memilih Uan
No  Provinsi Kebutuhan Untuk Menerima . 9
Boleh . - daripada Barang
. Harian Memilih Uang
Ditolak
1 Sumatera 34,66 % 16,25 % 57% 62,95% 64%
2 Kalimantan @ 36,84 % 9,09 % 60 % 64,77% 64,26%
3 Jawa 45,83 % 9,09 % 50 % 60% 76,72 %

Sumber: Survei Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), katadata.co.id

Baik pernyataan informan maupun informasi dari survei Sindikasi Pemilu dan Demokrasi
di atas menggambarkan adanya persepsi masyarakat yang menerima uang berdasarkan
alasan bahwa uang adalah “rezeki” yang harus diterima.
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5. Disucssion

Tulisan ini memperlihatkan bahwa praktik politik uang semakin marak pada
pemilihan kepala daerah di Indonesia. Praktik ini, secara hukum, dikategorikan sebagai
praktik yang menyimpang atau pelanggaran hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pilkada secara tegas dikemukakan bahwa politik uang merupakan
praktik yang dilarang. Ada beberapa factor yang memicu maraknya praktik ini. Tidak
adanya penyelesaian terhadap kasus-kasus politik uang, sejauh ini berdampak pada tidak
adanya efek jera bagi para pelaku. Pada tahun 2018, terdapat 35 kasus politik uang di
Indonesia. Akan tetapi, hanya 25 kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian dengan
berbagai perkembangannya termasuk dua kasus yang dianggap tidak memiliki
kelengkapan bukti. Persepsi masyarakat mengenai “pemberian” juga melanggengkan
pelanggaran hukum ini. Sebuah pemberian haruslah di terima. Secara kultural, pemberian
dalam tradisi masyarakat Indonesia bukan semata sesuatu yang diberikan, tetapi juga ada
kaitannya dengan “rezeki” yang dinilai datangnya dati Tuhan. Menolak pemberian, dalam
hal ini uang dari para calon kepala daerah, sama saja menolak rezeki dari Tuhan. Selain itu,
persoalan kesulitan ekonomi masyarakat menjadi kondisi di mana praktik politik uang
semakin menemukan tempat persemaiannya. Alasan pragmatis masyarakat yang menerima
dengan terbuka setiap pemberian (uang) didorong oleh kondisi ekonomi yang serba
kekurangan. Hal inilah yang memicu adanya hubungan yang saling menguntungkan antara
pihak pemberi dengan masyarakat berlangsung secara simultan meskipun melanggar
hukum.

Maraknya praktik politik uang tidak saja berdampak pada persepsi yang keliru atas
sebuah pelanggaran, tetapi juga terjadi konstruksi yang salah mengenai sebuah pemberian
Politik uang pada dasarnya merupakan kondisi di mana masyarakat masih menyandarkan
hidupnya pada hal-hal yang bersifat instan tanpa proses yang baik. Banyak anggota
masyarakat menganggap politik uang sebagai rezeki musiman yang sayang ditolak (Zen,
2015). Politik uang telah diposisikan sebagai sesuatu yang “lumrah” sehingga akan
menciptakan kondisi yang kurang menguntungkan masyarakat sendiri. Pada akhirnya,
pemilihan pemimpin bukan lagi bersandar pada kesesuaian ideologi tetapi telah bergeser
pada pemimpin mana yang mendistribusikan uang guna mendapat dukungan hingga akar
rumput (Gomez, 2012).

Secara konstitusional, politik uang telah diatur berserta sanksi hukum yang
mengitarinya. Hanya saja, setiap pelanggaran hanya sampai pada tahap penyelidikan dan
pada akhirnya tidak memiliki kejelasan hukum. Ditambah lagi, selalu tidak ada bukti
perlakuan yang adil—secara procedural hukum—terhadap warga negara yang terlibat
dalam praktik politik uang sehingga telah mengubah persepsi warga tentang kepatuhan
hukum itu sendiri (Tom Tyler dalam Nagin & Telep, 2017). Pengawasan yang tidak efektif
dan system jaminan social yang kurang baik pun turut andil dalam melanggengkan
ketidakpatuhan hukum sebagaimana yang dikatakan Ishimaru et al., (2017). Hal ini, secara
langsung justru memberikan ruang bagi langgengnya praktik-praktik yang melanggar
hukum di tengah masyarakat. Kondisi ini, sekali lagi, akan terus memelihara peluang
terjadinya praktik-praktik serupa di masa mendatang. Bahkan, dapat berubah menjadi
tradisi politik yang mendapat legitimasi dari masyarakat yang menikmati.

Tulisan ini tidak lagi focus pada apakah politik uang merupakan perbuatan yang
melanggar hukum (Fajroni, 2019; Jalilah, 2019). Akan tetapi, tulisan ini focus pada apakah

11



konstruk budaya memberikan pengaruh bagi berlangsungnya praktik ini di tengah ketatnya
regulasi yang ada. Dalam hal ini, kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat lemah
(Suparnyo, 2018; Jayus, 2019). Kepatuhan tidak lagi didasarkan pada hal-hal yang bersifat
substantive, tetapi lebih pada sesuatu yang bersifat pragmatis bahkan oportunis.
Masyarakat pada setiap pilkada sangat menantikan adanya uang yang beredar dan dapat
diperoleh dengan mudah bahkan tanpa usaha yang serius. Namun demikian, studi
Suparnyo dan Jayus tidak secara luas memberikan penjelasan atas persepsi masyarakat
mengenai uang yang diberikan oleh calon kepala daerah, termasuk kondisi masyarakat
yang mengalami tekanan ekonomi padahal pengkajian mengenai budaya politik tidak bisa
dilepaskan dari perilaku yang berfokus pada sikap masyarakat (Siddigi, 2020) termasuk
dalam hal pengambilan keputusan untuk menerima uang politik atau tidak.

Maraknya praktik politik uang pada setiap pilkada membawa pengaruh pada
keberlangsungan demokrasi di Indonesia. tulisan ini memberikan penjelasan atas arti
penting sebuah kepatuhan khususnya terhadap norma-norma hukum yang ada. Kasus
praktik politik uang merupakan satu dari sekian persoalan yang hadir dalam setiap pilkada.
Penjelasan tulisan ini sekaligus memberikan penjelasan bahwa ada hubungan yang saling
menguntungkan secara ekonomi antara calon kepala daerah (pemberi) dengan masyarakat
(penerima) dalam praktik politik uang. Tulisan ini selain mengisi ruang-ruang kosong
kajian mengenai keberlangsungan demokrasi secara umum, juga memberikan Kritik atas
lemahnya penegakan hukum dan komitmen bangsa untuk menjadikan plikada sebagai
sebuah proses seleksi pemimpin daerah yang berkualitas.

Merespons kondisi maraknya praktik politik uang pada pelaksanaan pilkada di
Indonesia menyisakan ancaman atas keberlangsungan proses demokrasi secara umum. Apa
yang terjadi pada pilkada, menunjukkan adanya persoalan yang harus diatasi. Pemahaman
masyarakat yang rendah mengenai politik uang berhadapan langsung dengan nafsu politik
kekuasaan para calon pemimpin di daerah. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan
penguatan-penguatan yang bersifat kelembagaan dan individu untuk memberikan
pemahaman mengenai konsekuensi dari praktik politik uang dalam pilkada. Dalam hal ini,
perlu dilakukan gerakan “literasi politik” secara massif dan menyasar semua kalangan
masyarakat.

6. Conclusion

Ternyata praktik politik uang juga dipengaruhi oleh kultur dan struktur masyarakat.
Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya telah dimanipulasi oleh elit politik demi
mendapat kursi kekuasaan di pemerintahan daerah. Uang dianggap sebagai bentuk
terimakasih dari pasangan calon kepada orang yang datang ke acara kampanye. Keputusan
untuk menerima uang sebatas ingin menghargai pemberian. Pada akhirnya, praktik beri
memberi uang menjadi suatu kewajaran sehingga terus terjadi di kehidupan masyarakat.
Selain itu, struktur juga turut andil dalam melanggeng praktik politik uang. Dalam hal ini,
ketimpangan sosial ekonomi menjadikan elit politik tetap memiliki ruang untuk terus
memberikan uang dengan maksud menggalang suara di Pilkada. Sebab, elit politik sebagai
pihak yang memegang modal berupa uang, tetap bisa memiliki alasan untuk memberikan
uang tersebut kepada masyarakat akar rumput dengan status ekonomi yang lebih rendah.

Praktik politik uang yang tetap terjadi di masyarakat telah mencerminkan
ketidakpatuhan hukum dalam kontestasi politik. Untuk itu, konsep kepatuhan membantu
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membuktikan adanya kesenjangan antara das sollen (Undang-Undang Pilkada 2016)
dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait dengan adanya praktik politik uang.
Konsep kultur/budaya hukum masyarakat yang menghargai pemberian seseorang dan
membalas budi. Kultur semacam ini dimanipulasi oleh calon/timnya untuk memperoleh
suara pada Pilkada. Konsep struktur ketimpangan masyarakat. Pemilih yang menerima
uang politik kebanyakan berasal dari level menengah ke bawah (pemilih akar rumput).
Faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan formal dan minimnya pengetahuan
tentang hukum dan politik, menyebabkan mereka mau menerima uang politik. Kepatuhan
hukum dapat menyelesai persoalan kesenjangan tersebut, dengan cara membuat bagaimana
masyarakat patuh terhadap pelarangan praktik politik uang pada Pilkada dengan
melakukan sosialisasi hukum terkait politik uang, pilkada, dan pemilu. Konsep kultur
masyarakat dapat memperbaiki stuktur ketimpangan masyarakat akibat faktor ekonomi.
Dengan demikian tradisi memberi dan menerima yang ada pada masyarakat selama ini,
mereka dapat membedakannya pada level hukum dan agama. Dengan demikian penegakan
hukum pelarangan penerimaan politik uang memberikan kepastian hukum.

Keterbatasan penelitian ini hanya melihat pelanggaran hukum terhadap Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di kalangan masyarakat pemilih level akar
rumput (grass root) di Kota Palembang pada Pilkada 2018, kultur hukum dan struktur
ketimpangan masyarakatnya pada praktik politik uang. Dengan demikan studi selanjutya
disarankan untuk mengkaji pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pilkada di kalangan penyelenggara Pilkada Kota Palembang pada
Pilkada 2018 berdasarkan pada aspek kultur hukum dan struktur ketimpangan
masyarakatnya pada praktik politik uang.
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